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Tarif parkir bakal dinaikkan di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin.

Jakarta Kurangi Lahan Parkir untuk Gantikan Proyek
Jalan Berbayar

. LindaHairani

.JAKARTA —

fnog.Rairani@tempo.co:id ..

Pemerintah
DEKI Jakarta menggeser
fokus kebijakan pengenda-

lian kemacetan lalu lintas.

setelah penerapan sistem
jalan berbayar elektronik
atau electronic road pri-
cing (ERP) kembali tertun-
da akibat persoalan tender.
Pelaksana tugas Kepala
Dinas ‘Perhubungan, Sigit
Wijatmoko, mengatakan
kini- pengendalian parkir
menjadi salah satu fokus.
“Kebijakan parkir perlu
pengaturan ulang,” kata
dia, Jumat lalu. -

Sigit menjelaskan bahwa
pengendalian parkir serta
tarif akan dilakukan di
sejumlah satuan ruang

" parkir di ruas jalan pro-

moda tt‘ansporta51 massal‘

tokol Tbu Kota.. Lokasi
tersebut dipilih karéna di
Jalan Jenderal Sudirman
dan Jalan M.H. Thamrin,

Jakarta Pusat, itulah ERP

rencananya diterapkan.
Apalagi tahun ini disiapkan

seperti bus Transjakarta
dan kereta mass rapid tran-
5it (MRT) di jalur itu.

Adapun proyek ERP be-
lum jelas kapan dimulai.
Dua dari tiga peserta le-
lang mengundurkandirida-
lam tahap prakualifikasi,
yakni Q-Free dan Kapsch
TrafficCom. Pada saat yang
_sama, pemerintah DKT me-
nunggu pendapat hukum
dari Kejaksaan Tinggi DKI
ihwal kelanjutan lelang
tersebut.

Menurut Sigit, dari hasil
spurvei awal® total ada 69
ribu satuan ruang parkir
di dalam gedung sepanjang
Sudirman-Thamrin yang
perludiubah fungsinya.Per-
ubahan fungsi diperlukan
karena area itu tak lagi

digunakan sebagai lahan -

parkir. Satuan ruang par-
kir adalah luas bidang un-
tuk memarkir sebuah ken-
daraan. :

Dinas Perhubungan pun
mengkajipenguranganjum-
lah satuan ruang parkir itu.
Sigit mengatakan kajianitu
termasuk dijadikan dasar

menentukan fungsi baru .

dari lahan parkir yang di-,

“hapus. Beberapa opsinya
~adalah ¢ area komersial,

perkantoran; atau fasilitas
umum lainnya. Setelah ka-
jian lokasi parkir rampung,
dilanjutkandenganmenaik-
kan tarif parkir.

Sigit berjanji melibat-
kan akademikus, pemilik
gedung, asosiasi perpar-
kiran, dan pemangku ke-
pentingan lainnya untuk
membahas kenaikan tarif
parkir di Sudirman-Tham-
rin. “Kami ingin dengar
aspirasi mereka.”

Sebagaipermulaan peme-

-rintah DKI sudah menaik-

kan tarif parkir langganan
untuk pegawai pemerintah
daerah di Lapangan IRTI
Monas, Jakarta Pusat. Mu-
lai pekan lalu, tarif untuk
sepeda motor naik menjaci

‘Rp 352 ribu per bulan, se-

dangkan untuk mobil Rp

lumnya, tarif parkir sepeda

- 550 ribu per bulan. Sebe- -

motor Rp 22 ribu dan mob:l ;

~ Rp 66 ribu. <
Sekretaris Jenderal Indo-

nesia Parking Association,

WahyuRamadhan,meminta

DKI mengkaji dengan cer-
mat rencana menaikkan
tarif parkir di Sudirman-
Thamrin karena di sana
pengelola swasta melayani
pengunjung gedung. Dia
khawatir kebijakan itu .
akan menimbulkan titik
kemacetan baru di seki-
tar - jalan. penghubung
akibat lahan parkir liar
dengan tarit lebih murah
menjamur. :
Wahyu memberi contoh
lahan parkir liar sudah
marak di sekitar Mal
Grand Indonesia dan Plaza
Indonesia,dekatHotelIndo-
nesia. “Penegakan hukum
dan pengawasan dari Di-
nas Perhubungan harus
ditingkatkan ”kata dia,
Country Director Ins--

titute for Transportation

& Development Policy
(ITDP) Indonesia, Yoga Adi-
winarte, lebih menyoroti

_pengurangan lahan parkir.

Ia mengusulkan agar luas
lahan parkir dibatasi hmgw :

- ga 10-40 persen dari. lQas ‘
‘petak gedung. Menurut :
“dia, bekas lahan parkir

itu bisa dlahhkan untuk
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Jakarta Kurangi Lahan Parkir untuk Gantikan Proyek
Jalan Berbayar

_pembangunan
baru lewat revisi Per-
aturan Gubernur Nomer
44 Tahun 2017 tentang
; pengembahgan
san transit omented de-
velopment. '

Untuk lahan parkir yang '
. dikelola sektor swasta, dia

berpendapat bahwa opsz,
yang bisa ditempuh adalah
membpatasi jumlah park].r
maksimum yang harus
tersedia pada bangunan.
Yoga = memaparkan,
berdasarkan hasil survei
ITDP perihal jumlah par-
kir dalam bangunan di se-
panjang Sudirman-Tham-

rin pada Oktober tahun -

Jalu, diruas jalan sepanjang

1,6 k:ilometer'itu terdapat 236 rute. T:
~jakarta melayani 189,77

lebih dari 37 ribu satuan
ruang parkir mobil di 107
bangunan Jumlahitusetara
dengan tiga kali kapasitas
‘ruas Jalan Sudirman-

gedung

¢ kawa--=

transportasi,

Thamrin vang hanya bisa

menampung 12 ribu mobil
~ per jam, Itu sebabnya, ruas
jalan tersebut selalu macet
“setiap jam sibuk pagl dan
- sore hari.

“Dengan : 'm.t-eg-rai si
pemerintah
seharusnya tak lagi ber-
anggapan bahwa pemilik

mobil berhak atas ruang

. parkir,’ujarnya.
Du‘ekturUtamanI‘.I‘faﬁs—
portasi Jakarta, Agung

Wicaksono, menjamin bus
Transjakarta dan kereta
MRT terintegrasi di Su-
dirman-Thamrin. . Tahun

ini, ditargetkan Trans-

jakarta mengangkut 231
juta penumpang dari total
236 rute. Tahun lalu, Trans-

juta penumpang dari total
155 rute. “Pementhantarget

_ ini harus didukung dengan
integrasi transportasi.” ®

Ganjil-Genap Dulu,
ERP Kemudian

PADA awaltahun ini, kebijakan pengurangan jumiah kenda-
raan dengan sistem pelat nomor ganjil-genap diperbarui melalui:
Peraturan Gubernur Nomer 155 Tahun 2018 tentang Pem-
batasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap yang berl aku

. mulai 2 Januari lalu.

Aturan baru tersebut, antara lain, mengatur kebijakan ganjil--
genap di sepuluh ruas jalan di Ibu Kota'yang berlaku pada pukuL

~"06.00-10.00 WIB dan pukul 16. 00-20.00.

- Sejak diterapkan mulai 2016, aturan ganjil-genap menggan-
tikan kebijakan 3-in-1 di jalan protokol yang dihapus oleh Guber-

- nur Basuki Tjahaja Purnama. Rencananya, ganjil-genap diberlaku-

kan sampai sistem jalan berbayar elektronik atau electromc road
pr.'cmg (ERP) diterapkan. -

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit
Wijatmoko, mengatakan pelanggaran masih ditemukan, seperti
pemilik memalsukan pelat nomor agar kendaraannya bisa melin-
tas di ruas ganjilgenap. “Sanksinya denda tilang,” kata dia.

Sanksi diberikan kepada pemilik kendaraan yang kedapatan
memalsukan pelat nomar, yang mengandalkan pengawasan poli-
si di lapangan. Hal itu berheda dengan ERP yang pengawasannya
secara elektronik. Sistem ERP di Jakarta sedianya diurus oleh
Dinas Perhubungan, sedangkan di kawasan penopang ditangani
Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).

Tahun ini, BPTJ memulai kajian untuk menentukan ruas jalan

yang akan diberlakukan ERP Kepala Bagian Hubungan Masyara-

kat BPTJ, Budi Rahardjo, mengatakan penerapan ERP di per-
batasan Ibu Kota dengan kota lain membutuhkan revisi regulasi,

antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang”

Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen -

. Kebutuhan Lalu Lintas.

Dalam Pasal 73 peraturan itu disebut bahwa pembatasan lalu

 lintas dengan menarik retribusi tak bisa diterapkan di ruas jalan

-sesuai,”

perhatasan, provinsi yang berstatus jalan nasional.

Masih ada opsi selain merevisi, yaitu menyerahkan pengelo-
laan jalan kepada pemerintahprovinsi, sehingga status jalannya
berubah menjadi jalan provinsi. “Masih dikaji mana yang paling
ucap Budi. @ LINDA HAIRAN] -




